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Belum Dibahasnya
APBD Banggai 2012

BANGGAI- Keterlambatan
proses pengajuan dan pem-
bahasan APBD Kabupaten
Banggai 2012, disebabkan
pemerintah pusat belum me-
mastikan—plafon anggaran
untuk Kabupaten Banggai.
Pemerintah Kabupaten
Banggai sedang menunggu
kepastian plafon anggaran itu,
untuk dikemudian diajukan
dan dibahas di tingkat DPRD
Kabupaten Banggai.

Bupati Banggai dan
beberapa instansi teknis
sedang- mengurus dan

mencari kepastian plafon di
Jakarta, sehingga proses pem-
bahasan di DPRD Kabupaten
Banggai tidak membutuhkan
waktu lama.

Dan waktu yang ada masih
tersedia, untuk proses pem-
basahan dari Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah
(RPJM) hingga APBD.

“Kalau ada anggota legis-
latifyang menganggap APBD
Kabupaten Banggai 2012 tidak
dibahas lagi, merupakan
anggota dewan yang tidak
paham aturan dan mekanisme.
Yang pasti, anggota dewan itu
bukan anggota Badan Anggaran
(Banggar) yang merupakan
salah satu alat kelengkatan
dewan,” kata Ketua Komisi C

yang membidangi soal
anggaran, DPRD Kabupaten
Banggai, Sukri Djalumang,
S.Sos, Rabu (9/11) kemarin.

Dikatakan, pernyataan anggota
komisi A DPRD Kabupaten
Banggai, Hidayat Monoarfa, ST
yang menganggap APBD
Kabupaten Banggai dalam kurun
waktu dua tahun ini, tidak pernah
dibahas adalah pernyataan yang
sangat keliru dan mengada-ada.
Mantan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) itu, tidak
pernah  tahu  mekanisme
pembahasan anggaran.

Yang bersangkutan dianggap
hanya pintar ngomong di luar dan
mengada-ada saja. Padahal,
proses pembahasan APBD
dilakukan sesuai tahapan yang

diatur dalam ketentuan yang
berlaku. Mulai dari RPJM
menjadi Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), kemudian
ditetapkan menjadi plafon
anggaran sementara (PPAS)
menjadi PPA lalu dimuat dalam
APBD diproses melalui
pembahasan.

Tetapi, proses pembahasan
berlangsung di tingkat Banggar
lalu di paripurnakan untuk
diberikan kesempatan seluruh
anggota dewan memberikan
masukan dan kritikan. Dan
proses pembahasan dari RPIM
hingga APBD dilakukan tanpa
Hidayat Monoarfa, ST, karena
yang bersangkutan bukan
anggota Banggar dan tidak ,
berada di tempat. (rd)




